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ABSTRAK 

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah serius 

yang memerlukan perhatian hukum khusus. Proses pembuktian dalam 

kasus KDRT sering kali menjadi tantangan bagi advokat dan penyidik, 

mengingat kompleksitas sifat kekerasan yang terjadi di ranah pribadi. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif advokat dan 

penyidik terkait pembuktian dalam kasus KDRT, serta 

mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses tersebut. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif 

atau penelitian hukum kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa meskipun Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 memberikan 

kerangka hukum untuk perlindungan korban, terdapat banyak 

kendala dalam pengumpulan alat bukti yang memadai. Advokat 

berperan penting dalam mendampingi korban, sementara penyidik 

perlu dilengkapi dengan pelatihan khusus untuk menangani kasus 

KDRT secara efektif. 

Kata Kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), Pembuktian, 

Prespektif Advokat 

 

ABSTRACT 

Domestic violence (DV) is a serious problem that requires special legal 

attention. The evidentiary process in domestic violence cases is often a 

challenge for advocates and investigators, given the complex nature of violence 

that occurs in the private sphere. This research aims to analyze the perspectives 

of advocates and investigators regarding evidence in domestic violence cases, 

as well as identify the obstacles faced in the process. The research method used 

is normative legal research or library law research. The results showed that 

although Law No. 23 Year 2004 provides a legal framework for victim 

protection, there are many obstacles in collecting adequate evidence. Advocates 

play an important role in assisting victims, while investigators need to be 

equipped with specialized training to handle domestic violence cases 

effectively. 
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PENDAHULUAN 

Keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam 

membentuk karakter dan sikap individu. Keluarga juga diharapkan menjadi tempat yang aman dan 

nyaman bagi setiap anggota keluarga. Namun, kenyataannya, masih banyak kasus tindak 

kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga yang dapat mempengaruhi keharmonisan dan 

keamanan keluarga. Tindak kekerasan di dalam rumah tangga (KDRT) adalah masalah serius 

dalam hukum keluarga. KDRT dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk fisik, psikologis, 

seksual, dan ekonomi. KDRT dapat mempengaruhi kesehatan fisik dan mental korban, serta 

mengganggu perkembangan anak dan keharmonisan keluarga secara keseluruhan. 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat diartikan sebagai tindakan kekerasan yang 

dilakukan oleh seorang pengasuh, orangtua, atau pasangan. KDRT dapat ditunjukkan dalam 

berbagai bentuk, di antaranya: Kekerasan fisik, penggunaan kekuatan fisik,kekerasan seksul,, setiap 

aktivitas seksuai yang dipaksakan; kekerasan emosional, tindakan yang mencakup ancaman, kritik 

dan menjatuhkan yang terjadi terus menerus dan mengendalikan untuk memperoleh uang dan 

menggunakannya. 

Berdasarkan Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada pasal 1 butir 1 

menyebutkan bahwa Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang 

terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan 

perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup 

rumah tangga. Demlklan juga pada pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa lingkup rumah tangga 

dalam Undang-Undang ini meliputi (a) Suami, isteri, dan anak (termasuk anak angkatdananaktiri); 

(b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang 

menetap dalam rumah tangga (mertua, menantu, ipardan besan); dan/atau (c) Orang yang bekerja 

membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut (Pekerja Rumah Tangga).1 

Dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga,di perlukan adanya bantuan hukum 

yaitu seorang advokat sebagai kuasa hukum dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang 

terjadi dan membutuhkan penyidik dalam menelusuri dan membuktikan tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga. 

Se$cara historis, Advokat te$rmasuk salah satu profe$si yang te$rtua. Dalam pe$rjalanannya, profe$si 

ini dinamai se$bagai officium nobile$, jabatan yang mulia. Pe$namaan itu te$rjadi adalah kare$na aspe$k 

"ke$pe$rcayaan" dari pe$mbe$ri kuasa, klie$n yang dijalankannya untuk me$mpe$rtahan kan dan 

me$mpe$rjuangkan hak-haknya di forum yang te$lah dite$ntukan. 

Se$pe$rti halnya kantor hukum LAW OFFICE$ DWI NGAI SINAGA,S.H.,M.H.,& ASSOCIATE$S 

yang me$rupakan salah satu kantor Advokat yang te$rdiri dari be$be$rapa pe$nase$hat hukum yang juga 

me$rupakan te$mpat  pe$nulis me$lakukan pe$laksanaan ke$giatan magang, yang dimana dalam laporan 

magang pe$nulis me$ngangkat salah satu dari banyak kasus yang se$dang di tangani ole$h kantor 

Hukum LAW OFFICE$ DWI NGAI SINAGA, S.H.,M.H.,& ASSOCIATE$S ada pun kasus te$rse$but 

 
1[Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 - 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/19748/undangundang-nomor-23-tahun-2004/Diakses pada 11 Desember 2024 
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me$rupakan kasus tindak pidana ke$ke$rasan dalam rumah tangga, de$ngan judul “Analisis Perspektif 

Advokat dan Penyidik Tentang Pembuktian dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga ”.   

Pasal 1 butir 2 KUHAP be$rbunyi: Pe$nyidik adalah Pe$jabat Polisi Ne$gara Re$publik Indone$sia atau 

pe$jabat Pe$gawai Ne$ge$ri Sipil te$rte$ntu yang dibe$ri we$we$nang khusus ole$h undang-undang untuk 

me$lakukan pe$nyidikan. Se$bagaimana yang te$lah dije$laskan pada pe$mbahasan ke$te$ntuan umum, 

pasal 1 butir 1 dan 2, me$rumuskan pe$nge$rtian pe$nyidikan yang me$nyatakan, pe$nyidik adalah 

pe$jabat Polri atau pe$jabat pe$gawai ne$ge$ri “te$rte$ntu” yang dibe$ri we$we$nang khusus ole$h undang-

undang.  

Be$rdasarkan  pada  Latar  Be$lakang  diatas,  maka  bisa  dirumuskan pe$rmasalahan-pe$rmasalahan 

se$bagai be$rikut : 

1. Bagaimana pe$rspe$ktif advokat dan pe$nyidik dalam me$nangani kasus KDRT te$rkait de$ngan 

pe$mbuktian. 

2. Bagaimana ke$ndala yang dihadapi ole$h advokat dan pe$nyidik dalam prose$s pe$mbuktian kasus 

KDRT? 

 

METODE PENELITIAN  

Pe$nulisan ini me$nggunakan tipe$ pe$ne$litian hukum normatif atau pe$ne$litian hukum 

ke$pustakaan. Se$bagai sumbe$r data adalah data se$kunde$r, yakni: sumbe$r dari buku-buku lite$ratur, 

pe$raturan pe$rundang-undangan, jurnal ilmiah, majalah dan lain-lain yang ada hubungannya 

de$ngan judul pe$ne$litian ini. Se$hingga dapat me$nunjang mate$ri yang dibahas,se$rta ke$te$ntuan dalam 

pasal-pasal yang dikaitkan de$ngan isu yang diangkat ole$h pe$ne$liti. 

 

PEMBAHASAN 

a. Tinjauan Umum tentang kekerasan dalam rumah tangga 

Tindak ke$ke$rasan di dalam rumah tangga (KDRT) dapat dide$finisikan se$bagai tindakan 

yang dilakukan ole$h se$se$orang te$rhadap anggota ke$luarga lainnya yang me$nye$babkan trauma 

atau pe$nde$ritaan fisik, psikologis, se$ksual, atau e$konomi. Be$ntuk-be$ntuk KDRT dapat be$rvariasi 

te$rgantung pada faktor-faktor yang me$mpe$ngaruhi, se$pe$rti je$nis ke$lamin, usia, dan pe$ran dalam 

ke$luarga.2 

Be$rikut adalah be$be$rapa be$ntuk KDRT yang paling umum: 

pe$rtama, ke$ke$rasan fislk adalah pe$rbuatan yang me$ngakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 

atau iuka be$rat (Pasal 6).Adapun ke$ke$rasan fisik dapat diwujudkan de$ngan pe$rilaku di 

antaranya: me$nampar, me$ngglgit, me$mutar tangan, m'e$nikam, me$nce$ke$k, me$mbakar, 

me$ne$ndang, me$ngancam de$ngan suatu be$nda atau se$njata, dan me$mbunuh. Pe$rilaku 

 

2 Sari, D. (2020). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Hukum dan Psikologi. Yogyakarta: UGM Press. 
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inisungguh me$mbuat anak-anak me$njadi trauma dalam hidupnya, se$hingga me$re$ka tidak 

me$rasa nyarfian dan aman. 

Ke$dua, ke$ke$rasan psikis adalah pe$rbuatan yang me$ngaklbatkan ke$takutan, hilangnya 

rasa pe$rcaya diri, hilangnya ke$mampuan untuk be$rtlndak, rasa tidak be$rdaya, dan/atau 

pe$nde$ritaan psikis be$rat pada se$se$orang (pasal 7). Adapun tindakan ke$ke$rasan psikis dapat 

ditunjukkan de$ngan pe$rilaku yang me$ngintimidasi dan me$nyiksa, me$mbe$rikan ancaman 

ke$ke$rasan, me$ngurung di rumah, pe$njagaan yang be$rle$bihan, ancaman untuk me$le$paskan 

pe$njagaan anaknya, pe$misahan, me$ncaci maki, dan pe$nghinaan se$cara te$rus me$ne$rus. 

Ke$tiga, ke$ke$rasan se$ksual adalah se$tiap pe$rbuatan yang be$rupa pe$maksaan hubungan 

se$ksual. pe$maksaan hubungan se$ksual de$ngan cara tidak wajar dari/atau tidak disukai, 

pe$maksaan hubungan se$ksual de$ngan orang lain untuk tujuan kome$rsial dan/atau tujuan 

te$rte$ntu. Ke$ke$rasan se$ksual me$liputi (pasal 8): (a) Pe$maksaan hubungan se$ksual yang dllakukan 

te$rhadap orang yang me$ne$tap dalam lingkup rumah tangga te$rse$but; (b) Pe$maksaan hubungan 

se$ksual te$rhadap salah se$orang dalam lingkup rumah tangganya de$ngan orang lain untuk 

tujuan kome$rsial dan/atau tujuan te$rte$ntu 

Ke$e$mpat, pe$ne$lantaran rumah tangga adalah se$se$orang yang me$ne$lantarkan orang 

dalam lingkup rumah tangganya, padahal me$nurut hukum yang be$iiaku baginya atau kare$na 

pe$rse$tujuan atau pe$rjanjian ia wajib me$mbe$rikan ke$hidupan, pe$rawatan, atau pe$me$liharaan 

ke$pada orang te$rse$but. Se$lain itu, pe$ne$lantaran juga be$rlaku bagi se$tiap orang yang 

me$ngakibatkan ke$te$rgantungan e$konomi de$ngan cara me$mbatasi dan/atau me$larang untuk 

be$ke$rja yang layak di dalam atau di luar rumah se$hingga korban be$rada di bawahke$ndali orang 

te$rse$but (pasal 9). Pe$ne$lantaran rumah tangga dapat dikatakan de$ngan ke$ke$rasan e$konomik 

yang dapat diindikasikan de$ngan pe$rilaku diantaranya se$pe$rti; pe$nolakan untuk me$mpe$role$h 

ke$uangan, pe$nolakan untuk me$mbe$rikan bantuan yang be$rsifat finansial, pe$nolakan te$rhadap 

pe$mbe$rian makan dan ke$butuhan dasar, dan me$ngontrol pe$me$role$han layanan ke$se$hatan, 

pe$ke$rjaan, dan se$bagainya. 

KDRT dapat te$rjadi dalam be$rbagai be$ntuk dan tingkat ke$parahan, dan se$mua be$ntuk 

KDRT dapat me$miliki dampak yang signifikan pada korban dan ke$luarga me$re$ka. Ole$h kare$na 

itu, pe$nting bagi kita untuk me$nge$nali tanda-tanda KDRT dan me$nangani masalah ini de$ngan 

se$rius. 

Faktor Pe$nye$bab KDRT Pandangan te$rdahap be$ntuk ke$ke$rasan di indone$sia, te$rutama 

ke$ke$rasan dalam rumah tangga yaitu be$ntuk dari diskriminasi te$rhadap hak asasi manusia dan 

me$rupakan ke$jahatan te$rhadap martabat ke$manusiaan. Ke$ke$rasan dalam rumah tangga 

be$rpe$ngaruh be$sar te$rhadap ke$hidupan se$se$orang dan te$rle$bih te$rhadap orang – orang yang 

be$rada didalam ruang lingkup rumah tangga te$rse$but. Te$rle$bih apabila ke$ke$rasan dalam rumah 

tangga dapat be$rdampak pada lahirnya ge$ne$rasi yang me$miliki moral yang buruk. KDRT 

adalah masalah yang komple$ks dan bisa dise$babkan ole$h be$rbagai faktor. Be$rikut adalah 

be$be$rapa faktor yang dapat me$micu te$rjadinya KDRT:  

1. Faktor Psikologis, Kondisi psikologis yang buruk, se$pe$rti masalah e$mosional, gangguan 

me$ntal, atau ke$tidakstabilan e$mosi, dapat me$micu tindakan ke$ke$rasan dalam rumah tangga.  
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2. Faktor Sosial, Faktor sosial, se$pe$rti te$kanan e$konomi, pe$ngangguran, atau ke$tidakstabilan 

ke$luarga, dapat me$nye$babkan stre$s dan ke$te$gangan dalam ke$luarga yang ke$mudian 

be$rke$mbang me$njadi KDRT.  

3. Faktor Budaya, Be$be$rapa budaya atau nilai-nilai tradisional te$rte$ntu dapat me$mpromosikan 

pe$nggunaan ke$ke$rasan se$bagai cara untuk me$nye$le$saikan konflik atau me$ngontrol 

pasangan.  

4. Faktor Lingkungan, Faktor lingkungan se$pe$rti ke$ke$rasan di lingkungan se$kitar, akse$s yang 

mudah te$rhadap se$njata atau obat-obatan, dan situasi ke$amanan yang tidak stabil dapat 

me$micu tindakan ke$ke$rasan.  

5. Faktor Individu, Be$be$rapa individu me$miliki sifat-sifat se$pe$rti re$ndahnya pe$nge$ndalian diri, 

ke$ce$nde$rungan untuk me$njadi agre$sif, atau kurangnya e$mpati, yang dapat me$ningkatkan 

risiko te$rjadinya KDRT.  

6. Faktor Ge$nde$r, Ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan ole$h pasangan laki-laki masih me$njadi 

masalah be$sar dalam KDRT. Faktor ge$nde$r se$pe$rti ke$tidakse$taraan ke$kuasaan antara lakilaki 

dan pe$re$mpuan, ste$re$otip ge$nde$r, dan diskriminasi ge$nde$r dapat me$micu tindakan 

ke$ke$rasan te$rhadap pe$re$mpuan. 

7. Faktor Se$jarah Ke$luarga, Se$ring kali, se$se$orang yang te$lah me$ngalami KDRT di masa lalu, 

baik se$bagai korban atau pe$laku, be$risiko le$bih tinggi me$ngalami atau me$lakukan KDRT di 

masa de$pan. Pe$mahaman yang le$bih baik te$ntang faktor-faktor pe$nye$bab KDRT dapat 

me$mbantu kita me$nge$mbangkan strate$gi yang le$bih e$fe$ktif untuk me$nce$gah dan me$nangani 

masalah ini. 

 

Dampak KDRT Te$rhadap Korban  

Tindak Ke$ke$rasan yang te$rjadi te$rhadap pe$re$mpuan dan anak dalam rumah tangga tidak 

hanya be$rdampak pada kondisi fisik namun be$rdampak juga te$rhadap kondisi psikologis. Rasa 

takut yang dalam te$rhadap anak juga salah satu dampak dari ke$ke$rasan dalam rumah tangga 

yang me$ngkibatkan se$orang anak me$miliki sikap te$rtutup te$rhadap lingkungannya. Ke$ke$rasan 

Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat me$nimbulkan te$kanan yang be$rakibat pada te$rganggunya 

psikis se$se$orang. Se$orang istri yang me$ngalami tindak ke$ke$rasan fisik maupun ke$ke$rasan 

se$ksual dapat me$ngakibatkan krisis psikologis yang se$makin me$mbuatnya te$rte$kan dan tidak 

dapat pe$rcaya diri. Dan te$rle$bih pe$nde$ritaan se$orang istri yang me$ngalami ke$ke$rasan se$ksual 

me$nimbulkan ke$hilangan disfungsi se$ksual dan pe$nyakit di dae$rah ke$wanitaannya. 

 KDRT me$miliki dampak yang signifikan pada korban dan ke$luarga me$re$ka. Be$rikut 

adalah be$be$rapa dampak yang dapat te$rjadi pada korban KDRTCe$de$ra Fisik, Korban KDRT 

dapat me$ngalami ce$de$ra fisik, se$pe$rti me$mar, luka, atau bahkan ce$de$ra yang me$ngancam 

jiwa.Trauma Psikologis, Korban KDRT dapat me$ngalami trauma psikologis yang parah, 

te$rmasuk de$pre$si, ke$ce$masan, stre$s pasca-trauma, dan gangguan tidur.Rasa Takut dan 

Ke$amanan yang Te$rancam, Korban KDRT dapat me$rasa takut dan khawatir te$ntang ke$amanan 

me$re$ka dan ke$amanan ke$luarga me$re$ka. Gangguan Sosial dan Hubungan, Korban KDRT dapat 

me$rasa te$risolasi dari ke$luarga dan te$man-te$man me$re$ka, dan sulit dalam me$mbangun 

hubungan yang se$hat de$ngan orang lain. Gangguan Ke$se$hatan, Korban KDRT dapat me$ngalami 
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gangguan ke$se$hatan, se$pe$rti sakit ke$pala, sakit pe$rut, dan gangguan pe$nce$rnaan. Dampak 

E$konomi, Korban KDRT dapat me$ngalami dampak e$konomi yang signifikan, se$pe$rti ke$hilangan 

pe$ke$rjaan atau pe$nghasilan, atau me$me$rlukan biaya me$dis yang mahal. Dampak Jangka 

Panjang, Korban KDRT dapat me$ngalami dampak jangka panjang, se$pe$rti ke$ce$nde$rungan untuk 

me$njadi korban KDRT di masa de$pan atau me$ngalami gangguan ke$se$hatan me$ntal yang 

be$rke$panjangan. Dampak KDRT pada korban dapat sangat me$rusak, dan pe$nting untuk 

me$mbe$rikan dukungan yang te$pat dan pe$ngobatan untuk me$mbantu korban pulih dari dampak 

yang dialami. Se$lain itu, me$nce$gah KDRT adalah cara te$rbaik untuk me$ngurangi dampaknya 

pada korban dan ke$luarga me$re$ka. 

 

b. Tinjauan umum tentang Advokat 

Advokat be$rasal dari kata "Advocaat" be$rasal dari bahasa latin yaitu "advocatus" yang 

be$rarti pe$mbe$la ahli hukum dalam pe$rkara, dalam atau di luar pe$ngadilan. Advokat adalah 

se$orang ahli hukum yang me$mbe$rikan bantuan ataul pe$rtolongan dalam soal-soal hukum. 

Pe$nge$rtian advokat be$rdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 te$ntang Advokat 

adalah orang yang be$rprofe$si me$mbe$ri jasa hukum baik di dalam maupun di luar pe$ngadilan 

yang me$miliki pe$rsyaratan be$rdasarkan ke$te$ntuan Undang-Undang ini.Pe$mbe$rian jasa hukum 

yang dilakukan ole$h advokat me$liputi me$mbe$rikan konsultasi hukum, bantuan hukum, 

me$njalankan kuasa, me$wakili, me$ndampingi, me$mbe$la dan me$lakukan tindakan hukum lain 

untuk ke$pe$ntingan klie$n de$ngan me$ndapatkan honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang 

dite$rima be$rdasarkan ke$se$pakatan de$ngan klie$n atau me$mbe$rikan jasa hukum se$cara cuma-

cuma ke$pada klie$n yang tidak mampu. Klie$n dapat be$rupa orang, badan hukum atau le$mbaga 

lain yang me$ne$rima jasa hukum dari se$orang advokat.3 

De$ngan de$mikian pe$nge$rtian advokat adalah orang yang be$rprofe$si me$mbe$ri jasa hukum 

yang me$liputi me$mbe$rikan konsultasi hukum, bantuan hukum, me$njalankan kuasa, me$wakili, 

me$ndampingi, me$mbe$la dan me$lakukan tindakan hukum lain untuk ke$pe$ntingan klie$n baik di 

dalam maupun di luar pe$ngadilan de$ngan me$ndapatkan honorarium atau imbalan atas jasa 

hukum yang dite$rima be$rdasarkan ke$se$pakatan de$ngan klie$n atau me$mbe$rikan jasa hukum 

se$cara cuma-cuma ke$pada klie$n yang tidak mampu dan me$miliki pe$rsyaratan be$rdasar kan 

ke$te$ntuan Undang-Undang. 

 

c. Tinjauan umum tentang penyidik 

Pe$nyidik adalah pe$jabat polisi ne$gara Re$publik Indone$sia atau pe$jabat pe$gawai ne$ge$ri 

sipil te$rte$ntu yang dibe$ri we$we$nang khusus ole$h undang-undang untuk me$lakukan pe$nyidikan 

te$rhadap tindak pidana. Ke$we$nangan ini me$ncakup be$rbagai tindakan yang dipe$rlukan untuk 

me$ngumpulkan bukti dan me$ne$ntukan apakah suatu tindak pidana te$lah te$rjadi.1 Pe$nyidik 

adalah se$orang pe$gawai ne$ge$ri yang dibe$ri we$we$nang ole$h undang-undang untuk me$lakukan 

pe$nyidikan te$rhadap tindak pidana. Me$nurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, pe$nyidik diartikan se$bagai 

"pe$gawai ne$ge$ri yang dibe$ri we$we$nang khusus ole$h undang-undang untuk me$lakukan 

 
3 Harlen Sinaga, Dasar-Dasar Profesi Advokat, Erlangga, Surabaya, 2011, hal 23   
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pe$nyidikan." We$we$nang ini me$ncakup hak untuk me$ngumpulkan bukti, me$manggil saksi, dan 

me$lakukan tindakan lain yang dipe$rlukan dalam prose$s pe$nyidikan suatu pe$rkara. Pe$nyidik 

me$miliki pe$ran yang sangat pe$nting dalam siste$m pe$radilan pidana, kare$na me$re$ka be$rtanggung 

jawab untuk me$ngungkap fakta-fakta yang te$rjadi dalam suatu kasus. Me$re$ka juga harus 

me$njalankan tugasnya se$cara profe$sional dan be$rtanggung jawab, me$mastikan bahwa hak-hak 

te$rsangka dan masyarakat te$tap dilindungi se$lama prose$s pe$nyidikan be$rlangsung. 4 

Ke$we$nangan pe$nyidik di Indone$sia diatur dalam be$rbagai pe$raturan pe$rundang-

undangan, te$rutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan 

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 te$ntang Ke$polisian Ne$gara Re$publik Indone$sia. Be$rikut 

adalah be$be$rapa poin pe$nting me$nge$nai ke$we$nangan pe$nyidik:  

a. Be$rdasarkan Pasal 7 KUHAP Me$liputi ;  

1) Me$ne$rima Laporan; 2) Tindakan Pe$rtama; 3) Pe$me$riksaan Ide$ntitas; 4) Pe$nangkapan dan 

Pe$nahanan; 5) Pe$me$riksaan Surat; 6) Pe$ngambilan Sidik Jari; 7) Me$manggil Saksi; 8) 

Me$nghadirkan Ahli; 9) Pe$nghe$ntian Pe$nyidikan; 10) Tindakan Lain;  

b. Be$rdasarkan Undang – Undang No. 02 Tahun 2002 Me$liputi ;  

Me$nurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, pe$nyidik me$miliki 

ke$we$nangan untuk;  

1) Me$lakukan Pe$nangkapan, Pe$nahanan, Pe$ngge$le$dahan, dan Pe$nyitaan: Pe$nyidik dapat 

me$lakukan tindakan ini dalam rangka pe$nyidikan; 2) Me$larang Se$tiap Orang Me$ninggalkan 

atau Me$masuki Te$mpat Ke$jadian Pe$rkara: Ini dilakukan untuk ke$pe$ntingan pe$nyidikan 3) 

Me$mbawa dan Me$nghadapkan Orang ke$pada Pe$nyidik; 4) Me$nyuruh Be$rhe$nti Orang yang 

Dicurigai; 5) Me$lakukan Pe$me$riksaan dan Pe$nyitaan Surat; 6) Me$manggil Orang untuk 

Dipe$riksa se$bagai Te$rsangka atau Saksi; 7) Me$ndatangkan Ahli yang Dipe$rlukan; 8) 

Me$ngadakan Pe$nghe$ntian Pe$nyidikan;  

Ke$we$nangan pe$nyidik diatur se$cara je$las dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan 

KUHAP, me$mbe$rikan me$re$ka we$we$nang yang luas untuk me$lakukan be$rbagai tindakan dalam 

rangka pe$nyidikan tindak pidana. Hal ini be$rtujuan untuk me$mastikan bahwa prose$s pe$ne$gakan 

hukum dapat dilakukan se$cara e$fe$ktif dan e$fisie$n, se$rta me$njamin ke$adilan bagi masyarakat. 

Ke$we$nangan pe$nyidik me$mbantu me$mastikan bahwa hukum dapat dite$gakkan de$ngan 

e$fe$ktif. Me$re$ka me$miliki we$we$nang untuk me$lakukan pe$nye$lidikan, pe$nangkapan, dan 

pe$nahanan yang dipe$rlukan untuk me$ngumpulkan bukti dan me$ne$mukan pe$laku tindak 

pidana.e$mbe$rian ke$we$nangan yang luas ke$pada pe$nyidik me$miliki dampak positif dan 

ne$gatif.Di satu sisi, ke$we$nangan yang e$fe$ktif dapat me$mpe$rce$pat prose$s pe$nyidikan, 

me$mbe$rikan ke$adilan ke$pada korban, dan me$ningkatkan rasa aman di masyarakat. Se$bagai 

contoh, pe$nyidik yang me$miliki ke$we$nangan untuk me$lakukan pe$nangkapan dan 

pe$ngge$le$dahan se$cara ce$pat dapat me$nce$gah ke$jahatan le$bih lanjut. Namun, di sisi lain, te$rdapat 

pote$nsi pe$nyalahgunaan we$we$nang yang dapat me$ngakibatkan pe$langgaran hak asasi manusia. 

Se$bagai contoh, tindakan pe$nangkapan yang tidak se$suai prose$dur dapat me$rugikan individu 

yang tidak be$rsalah, me$nciptakan stigma ne$gatif, dan me$ngurangi ke$pe$rcayaan masyarakat 

te$rhadap institusi hukum.Ole$h kare$na itu, pe$nting untuk me$nge$valuasi batasan ke$we$nangan 
 

4 Cynthia Alkalah(2016), “Pengertian Penyidik dan Penyelidikan” 19, No. 5: 1–23. 
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pe$nyidik agar tidak me$nimbulkan ke$tidakpastian hukum. 

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) me$njadi landasan hukum 

yang me$ngatur ke$we$nangan pe$nyidik. Pasal ini me$ne$tapkan batasan dan tanggung jawab dalam 

me$njalankan ke$we$nangan te$rse$but, te$rmasuk dalam me$lakukan tindakan pe$nyidikan yang 

se$suai de$ngan ke$te$ntuan hukum. Se$lain KUHAP, te$rdapat re$gulasi dan ke$bijakan lain yang 

me$ndukung pe$laksanaan ke$we$nangan pe$nyidik, se$pe$rti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

te$ntang Hak Asasi Manusia, yang me$ne$kankan pe$rlunya pe$nghormatan te$rhadap hak asasi 

individu dalam se$tiap prose$s hukum.5 Re$gulasi te$rse$but se$harusnya me$nge$de$pankan ke$pastian 

hukum agar se$tiap tindakan pe$nyidik dapat dipe$rtanggungjawabkan dan tidak me$langgar 

hakhak individu. Re$gulasi te$rse$but se$harusnya me$nge$de$pankan ke$pastian hukum agar se$tiap 

tindakan pe$nyidik dapat dipe$rtanggungjawabkan dan tidak me$langgar hak-hak individu. 

 

d. Manajemen Advokasi Yang Dilakukan Di Kantor Hukum Atau LKBH Mengenai Kasus 

Kekerasan dalam Rumah Tangga 

Ke$hidupan advokat tidak se$manis dan se$gampang yang dibayangkan. Apalagi kalau si 

advokat me$nge$lola se$buah firma hukum be$rskala be$sar. Ada banyak hal yang musti disiapkan 

se$jak awal. Me$ndapatkan klie$n me$mang pe$nting, namun me$nge$lola jalannya firma hukum tidak 

kalah pe$ntingnya. “Untuk me$nge$lola suatu lawfirm bukanlah suatu hal yang mudah,”  

Pe$rsiapan yang matang, te$rmasuk me$ngatur de$tail hal-hal ke$cil, turut me$ne$ntukan 

ke$langge$ngan suatu firma hukum. Kare$na itu, pe$ndiri atau partne$r lawfirm pe$rlu me$nguasai 

ilmu manaje$me$n. Di Ame$rika Se$rikat, sudah biasa se$buah kantor hukum be$rusia le$bih dari satu 

abad me$skipun para pe$ndiri dan partne$rs-nya sudah gonta ganti. Se$baliknya, di Indone$sia 

masih jarang dite$mukan kantor advokat yang be$rtahan dalam waktu yang lama. Bisa jadi 

pe$nye$babnya kare$na firma hukum te$rse$but tidak dike$lola de$ngan baik. 

Manaje$me$n kantor hukum se$be$narnya bukan hanya be$rtujuan me$langge$ngkan usaha. Ia 

juga be$rtujuan untuk me$mastikan te$rse$dianya pe$layanan jasa profe$sional hukum yang ada, 

se$pe$rti pada salah satu kasus ke$ke$rasan dalam rumah tangga yang di tangani ole$h Kantor 

Hukum LAW OFFICE$ DWI NGAI SINAGA, S.H.,M.H.,& ASSOCIATE$S. Pe$nge$lolaan me$mang 

sangat te$rgantung pada tipologi kantor hukum. Kalau be$ntuknya praktisi tunggal (sole$ 

practitione$r), te$ntu saja re$latif gampang kare$na organisasi yang harus dike$lola be$gitu ramping. 

Be$da halnya kalau firma hukum sudah be$rukuran me$ne$ngah hingga kantor be$sar de$ngan 

jumlah advokat di atas 75 orang. 

Pe$nge$lolaan firma hukum be$sar de$ngan siste$m partne$rship te$rbuka te$ntu me$mbutuhkan 

manaje$me$n yang le$bih rumit. Misalnya, bagaimana me$ngatur modal, sumbe$r daya manusia, 

ke$pe$ngurusan, kompe$nsasi atas pe$ke$rjaan dan pe$mbagian fe$e$, hingga hal-hal de$tail se$pe$rti jam 

kantor dan hubungan de$ngan klie$n. Dalam konte$ks ini, pe$nge$lola firma hukum jangan 

me$lupakan pe$rsoalan modal, sumbe$r daya manusia, dan te$ntu saja pajak. Te$ntu saja, 

pe$nge$ndalian mutu layanan jasa hukum mutlak dilakukan, te$rutama de$mi ke$langsungan nyawa 

firma hukum be$rsangkutan. 
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e. Apa saja alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian terhadap tindak pidana 

KDRT? 

Dalam prose$s pe$mbuktian te$rhadap tindak pidana Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga 

(KDRT), te$rdapat be$be$rapa alat bukti yang diakui se$cara hukum. Alat bukti ini pe$nting untuk 

me$mbuktikan te$rjadinya tindak pidana dan untuk me$mbe$rikan ke$yakinan ke$pada hakim 

me$nge$nai ke$salahan te$rdakwa. Be$rikut adalah alat bukti yang digunakan dalam prose$s 

pe$mbuktian KDRT: 

Alat Bukti yang Diakui: 

1. Keterangan Saksi Korban 

Ke$te$rangan dari saksi korban me$rupakan alat bukti utama dalam kasus KDRT. Me$nurut 

Pasal 55 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 te$ntang Pe$nghapusan Ke$ke$rasan Dalam Rumah 

Tangga, ke$te$rangan se$orang saksi korban sudah cukup untuk me$mbuktikan ke$salahan 

te$rdakwa jika dise$rtai de$ngan alat bukti lain yang sah5 

2. Keterangan Saksi Lain 

Me$skipun tidak diwajibkan, ke$te$rangan dari saksi lain dapat me$mpe$rkuat bukti. Namun, 

dalam banyak kasus KDRT, sulit untuk me$ndapatkan saksi lain kare$na ke$jadian biasanya 

te$rjadi di lingkungan privat. 

3. Keterangan Ahli 

Ke$te$rangan dari ahli, se$pe$rti psikiate$r atau dokte$r, dapat digunakan untuk me$mbe$rikan 

pe$nje$lasan te$ntang dampak fisik atau psikologis dari ke$ke$rasan yang dialami korban . 

4. Visum et Repertum 

Dokume$n me$dis yang me$nunjukkan adanya luka atau tanda-tanda ke$ke$rasan pada 

korban juga me$rupakan alat bukti yang pe$nting. Visum ini harus dipe$role$h dalam waktu 

te$rte$ntu se$te$lah ke$jadian untuk me$mastikan ke$absahannya 6. 

5. Surat dan Petunjuk 

Surat-surat yang be$rkaitan de$ngan kasus, se$pe$rti laporan polisi atau dokume$n lain yang 

re$le$van, se$rta pe$tunjuk-pe$tunjuk yang dapat me$ndukung fakta-fakta dalam kasus te$rse$but 

juga dapat digunakan se$bagai alat bukti. 

6. Keterangan Terdakwa 

Pe$ngakuan atau ke$te$rangan dari te$rdakwa se$ndiri juga dapat me$njadi alat bukti, me$skipun 

ini se$ringkali sulit dipe$role$h kare$na te$rdakwa mungkin tidak me$ngakui pe$rbuatannya. 

 

f. Apa saja kendala yang dihadapi oleh advokat dan penyidik dalam proses pembuktian kasus 

KDRT? 

Dalam prose$s pe$mbuktian kasus Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), advokat dan 

pe$nyidik me$nghadapi be$rbagai ke$ndala yang dapat me$mpe$ngaruhi e$fe$ktivitas pe$ne$gakan 

hukum. Be$rikut adalah be$be$rapa ke$ndala utama yang dihadapi ole$h ke$dua pihak. 

 

 
5 .Rachmawati, L.(2022). "Kedudukan Saksi dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT." Jurnal Ilmu Hukum, 15(1), 45-60. 
6 Nugroho, A. (2021). "Peran Visum et Repertum dalam Pembuktian Kasus KDRT." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51(2), 123-

134. 
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Ke$ndala yang Dihadapi ole$h Advokat dan Pe$nyidik: 

1. Keterbatasan Alat Bukti 

Banyak kasus KDRT hanya didukung ole$h ke$te$rangan saksi korban, yang se$ring kali 

tidak cukup untuk me$me$nuhi syarat pe$mbuktian se$suai Pasal 183 KUHAP, yang 

me$ngharuskan minimal dua alat bukti yang sah.Hal ini me$njadi masalah kare$na KDRT 

se$ring te$rjadi di lingkungan dome$stik, se$hingga sulit untuk me$ndapatkan saksi lain yang 

inde$pe$nde$n. 

2. Kesulitan dalam Pembuktian Kekerasan Psikis 

Pe$mbuktian ke$ke$rasan psikis sangat rumit kare$na tidak ada bukti fisik yang je$las. De$finisi 

ke$ke$rasan psikis juga masih rancu, dan analisis psikologis be$lum diakui se$bagai alat bukti 

hukum yang sah. Hal ini me$mbuat advokat ke$sulitan dalam me$mbuktikan dampak 

psikologis te$rhadap korban. 

3. Pengakuan Terdakwa 

Dalam banyak kasus, pe$ngakuan te$rdakwa me$njadi salah satu alat bukti tambahan 

yang dibutuhkan. Namun, te$rdakwa se$ring kali tidak me$ngakui pe$rbuatannya, se$hingga 

me$nyulitkan prose$s pe$mbuktian.ini me$nciptakan ke$te$rgantungan pada pe$ngakuan yang 

jarang te$rjadi. 

4. Berkas Perkara yang Tidak Lengkap 

Pe$nyidik se$ring kali me$nghadapi tantangan ke$tika jaksa me$minta ke$le$ngkapan be$rkas 

pe$rkara, te$rmasuk ke$te$rangan saksi lain. Hal ini dapat me$mpe$rlambat prose$s hukum dan 

me$mbuat kasus sulit untuk dilanjutkan. 

5. Sikap Masyarakat dan Stigma 

Stigma sosial te$rhadap korban KDRT dapat me$mpe$ngaruhi ke$se$diaan me$re$ka untuk 

be$rsaksi atau me$laporkan ke$jadian te$rse$but. Masyarakat se$ring kali me$miliki pandangan 

ne$gatif te$rhadap korban, yang dapat me$nghambat prose$s hukum 

6. Keterbatasan Pengetahuan Hukum 

Baik advokat maupun pe$nyidik mungkin me$miliki ke$te$rbatasan dalam pe$nge$tahuan 

me$nge$nai prose$dur dan undang-undang te$rbaru te$rkait KDRT, yang dapat me$mpe$ngaruhi 

kualitas pe$nanganan kasus. 7 

 

g. Bagaimana perspektif advokat dan penyidik dalam menangani kasus KDRT terkait dengan 

pembuktian? 

Dalam me$nangani kasus Ke$ke$rasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pe$rspe$ktif advokat 

dan pe$nyidik sangat pe$nting untuk me$mahami dinamika pe$mbuktian dan pe$rlindungan bagi 

korban. Be$rikut adalah pandangan dari ke$dua pihak te$rkait de$ngan pe$mbuktian dalam kasus 

KDRT: 

 

 

 

 
7 Yulianti, S. (2023). "Stigma Sosial terhadap Korban KDRT dan Dampaknya terhadap Proses Hukum." Jurnal Sosial dan Hukum, 

12(3), 201-215. 
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Pe$rspe$ktif Advokat 

1. Perlindungan dan Penguatan Korban 

Advokat be$rpe$ran pe$nting dalam me$mbe$rikan pe$rlindungan ke$pada korban, 

te$rmasuk pe$nguatan me$ntal dan e$mosional. Me$re$ka harus me$nciptakan lingkungan yang 

aman bagi korban untuk me$nce$ritakan pe$ngalaman me$re$ka tanpa me$rasa dihakimi. 

Pe$nde$katan ini me$mbantu korban me$rasa le$bih pe$rcaya diri dalam me$mbe$rikan ke$te$rangan 

yang dipe$rlukan untuk pe$mbuktian 

2. Pendekatan Holistik 

Advokat pe$rlu me$ngadopsi pe$nde$katan holistik dalam me$nangani kasus KDRT, yang 

tidak hanya fokus pada aspe$k hukum te$tapi juga pada kondisi psikologis korban. Ke$rjasama 

de$ngan psikolog dan le$mbaga lain sangat dianjurkan untuk me$mbe$rikan dukungan pe$nuh 

ke$pada korban.Ini juga me$mbantu advokat me$mahami konte$ks ke$ke$rasan yang dialami dan 

dampaknya te$rhadap korban. 

3. Kepatuhan terhadap Prosedur Hukum 

Advokat harus me$mastikan bahwa se$mua prose$dur hukum diikuti de$ngan baik, 

te$rmasuk pe$ngumpulan bukti yang sah. Me$re$ka pe$rlu me$mahami bahwa ke$te$rangan saksi 

korban bisa me$njadi alat bukti utama, te$tapi harus didukung ole$h bukti lain untuk 

me$mpe$rkuat kasus. 

4. Kesadaran akan Dinamika Kekuasaan 

Advokat juga pe$rlu me$nyadari adanya dinamika ke$kuasaan dalam hubungan suami 

istri yang dapat me$mpe$ngaruhi ke$putusan korban untuk me$lapor atau tidak. Ini pe$nting 

dalam me$rumuskan strate$gi hukum yang se$suai. 

 

Pe$rspe$ktif Pe$nyidik 

1. Tantangan Pembuktian 

Pe$nyidik se$ring me$nghadapi tantangan dalam me$ngumpulkan bukti, te$rutama 

kare$na KDRT biasanya te$rjadi di ruang privat. Ke$te$rbatasan saksi lain dan bukti fisik dapat 

me$nyulitkan pe$nyidik untuk me$mbangun kasus yang kuat 

2. Koordinasi dengan Lembaga Lain 

Pe$nyidik pe$rlu be$ke$rja sama de$ngan be$rbagai le$mbaga, te$rmasuk le$mbaga 

pe$rlindungan pe$re$mpuan dan anak, untuk me$ndapatkan informasi dan dukungan yang 

dipe$rlukan dalam prose$s pe$nyidikan.Koordinasi ini pe$nting agar se$mua aspe$k kasus dapat 

ditangani se$cara kompre$he$nsif. 

3. Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat 

Pe$nyidik juga be$rpe$ran dalam me$ningkatkan ke$sadaran hukum masyarakat 

me$nge$nai KDRT. Banyak masyarakat yang be$lum me$mahami bahwa KDRT adalah tindak 

pidana, se$hingga pe$nyidik harus aktif dalam sosialisasi dan e$dukasi me$nge$nai hak-hak 

korban dan prose$dur pe$laporan. 8 

 

 
8 Kusuma, A. (2022). "Perlindungan Hukum bagi Korban KDRT: Tanggung Jawab Advokat dan Penyidik." Jurnal Hukum & 

Masyarakat, 10(4), 300-315. 
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4. Menghadapi Stigma Sosial 

Stigma sosial te$rhadap korban KDRT se$ring kali me$njadi hambatan dalam prose$s 

pe$nyidikan. Pe$nyidik harus se$nsitif te$rhadap kondisi ini dan be$rusaha me$nciptakan 

lingkungan yang me$ndukung bagi korban untuk me$lapor.9 

 

PENUTUP   

Analisis pe$rspe$ktif advokat dan pe$nyidik te$ntang ke$ke$rasan dalam rumah tangga (KDRT) 

me$nyoroti be$be$rapa titik pe$nting dalam pe$nanganan kasus KDRT di Indone$sia.Advokat me$miliki 

pe$ran pe$nting dalam me$mbe$rikan pe$rlindungan dan pe$layanan hukum bagi korban KDRT. Me$re$ka 

harus me$mbe$rikan konsultasi hukum yang me$ncakup informasi te$ntang hak-hak korban dan 

prose$s pe$radilan, se$rta me$ndampingi korban di tingkat pe$nyidikan, pe$nuntutan, dan pe$me$riksaan 

di pe$ngadilan.Namun, pe$ran advokat dalam tahap pe$nyidikan dibatasi ole$h ke$te$ntuan undang-

undang, se$pe$rti Pasal 115 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang hanya 

me$mungkinkan advokat untuk me$lihat dan me$nde$ngar jalannya pe$me$riksaan tanpa bisa 

be$rpartisipasi aktif. 

Pe$nyidik harus se$ge$ra me$njalankan tindakan se$te$lah me$ne$rima laporan me$nge$nai kasus 

KDRT. Langkah-langkah yang harus diambil te$rmasuk me$mbe$rikan pe$rlindungan se$me$ntara pada 

korban, me$minta surat pe$ne$tapan pe$rintah pe$rlindungan dari pe$ngadilan, dan me$lakukan 

pe$nyidikan.Me$skipun siste$m pe$radilan pidana Indone$sia dite$rapkan se$cara kaku te$rhadap KDRT, 

masih dipe$rlukan pe$mbaharuan hukum untuk me$ningkatkan e$fe$ktivitas pe$nye$le$saian pe$rkara 

KDRT. Pe$nde$katan re$storative$ justice$ dapat me$njadi alte$rnatif yang e$fe$ktif dalam pe$nanganan 

KDRT, de$ngan fokus pada pe$mulihan ke$adilan bagi korban dan pe$laku.  

Pe$rlindungan korban KDRT diprioritaskan me$lalui be$be$rapa cara. Pe$tugas ke$se$hatan 

be$rke$wajiban me$me$riksa ke$se$hatan korban dan me$mbuat laporan te$rtulis te$ntang hasil 

pe$me$riksaan. Advokat harus me$ndampingi korban se$cara inte$nsif mulai dari pe$nyidikan hingga 

prose$s pe$radilan. Pe$ngadilan juga harus me$mpe$rlakukan korban de$ngan hormat dan me$mbe$rikan 

pe$rlindungan yang te$pat. 

De$ngan de$mikian, analisis pe$rspe$ktif advokat dan pe$nyidik te$ntang KDRT me$nyoroti 

pe$ntingnya kolaborasi antara profe$si hukum dan institusi pe$ne$gak hukum dalam me$mbe$rikan 

pe$rlindungan yang kompre$he$nsif bagi korban KDRT. 
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